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PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

[EEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Kalimantan Barat
telah siap dan mampu baik sarana, prasarana maupun tenaga tehnis
untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor di daerahnya
masing-masing;

bahwa kewenangan yang semula diatur oleh Propinsi dengan Peraturan
Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dicabut dan kewenangannya
dikembalikan kepada Kabupaten dan Kota, sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 70).



